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Jakarta, 27 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan 

perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada 

Rabu (27/10), pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-

XIX/2021 tersebut, diajukan oleh Ignatius Supriyadi, Sidik, dan Janteri. Para Pemohon 

melakukan uji materiil Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU a quo yang berbunyi, 

Penjelasan Pasal 120 ayat (2)  

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good 

corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”. 

 

Pemohon berpendapat bahwa materi muatan penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU 40/2007 

secara normatif pada dirinya sendiri mengandung substansi yang tidak jelas dan multitafsir, 

sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum, padahal materi muatan dalam 

ketentuan undang-undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas. Tafsir pertama 

adalah bahwa “Komisaris dari pihak luar” berarti Komisaris yang sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan Perseroan, dalam arti baik karyawan (berikut afiliasinya) maupun afiliasi 

pemegang saham minoritas/bukan pengendali/bukan utama). Namun dapat pula ditafsirkan 

secara konotatif yang sejatinya hanya menegaskan materi muatan yang telah ada di dalam Pasal 

120 ayat (2) UU 40/2007, yaitu “dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, 

anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya”.  

Penafsiran lainya yang mungkin dapat ditarik dari materi muatan Penjelasan Pasal 120 

ayat (2) UU 40/2007 yakni berhubungan dengan BUMN yang berbentuk perseroan 

terbatas,dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima 

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan 

[vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU 19/2003)].  

Menanggapi permohonan tersebut, pada Kamis (26/8) lalu, Hakim Konstitusi Daniel 

Yusmic P. Foekh menyarankan agar para Pemohon memperbaiki bangunan argumentasi terkait 

kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Penjelasan Pasal 120 

ayat (2) UU PT. Kemudian, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menegaskan bahwa penjelasan 

pasal dari undang-undang tidak mengandung norma. Artinya, penjelasan pasal dari undang-

undang tidak boleh dijadikan dasar untuk menindaklanjuti dalam bentuk pengaturan. (TIR) 
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